BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.539, 2023 KEMENKEU. Barang Ekspor. Bea

Penetapan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG

Keluar.

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR

YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan
tarif bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022
tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar;

bahwa untuk mendorong penyelesaian pembangunan
fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri serta
mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral logam
berupa komoditas tembaga, besi, timbal, dan seng,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022
tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022
tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022
tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Menetapkan

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4886);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 954);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022
tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 339) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor
yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 339) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan
Kedua  atas  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 752), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Jenis barang ekspor berupa produk hasil pengolahan
mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa
produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk
hasil pengolahan mineral logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan
jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang energi dan
sumber daya mineral.

(4) Penetapan tarif Bea Keluar atas ekspor produk hasil
pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), didasarkan atas kemajuan fisik
pembangunan fasilitas pemurnian yang telah
mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(5) Tahapan kemajuan fisik pembangunan fasilitas
pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
terdiri dari 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

a. tahap [, dalam hal tingkat kemajuan fisik
pembangunan = 50% (lebih dari atau sama
dengan lima puluh persen) sampai dengan
< 70% (kurang dari tujuh puluh persen) dari total
pembangunan;

b. tahap II, dalam hal tingkat kemajuan fisik
pembangunan = 70% (lebih dari atau sama
dengan tujuh puluh persen) sampai dengan
< 90% (kurang dari sembilan puluh persen) dari
total pembangunan; dan

c. tahap III, dalam hal tingkat kemajuan fisik
pembangunan = 90% (lebih dari atau sama
dengan sembilan puluh persen) sampai dengan
100% (seratus persen) dari total pembangunan.

(6) Tahapan kemajuan fisik pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam
rekomendasi ekspor yang diterbitkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral.
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(7)

Tahapan kemajuan fisik pembangunan yang
tercantum dalam rekomendasi ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), dicantumkan dalam surat
persetujuan ekspor yang diterbitkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan dan menjadi dasar dalam
pengenaan tarif Bea Keluar.

2. Lampiran huruf E dan huruf F Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 339) diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ASEP N. MULYANA
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI

KEUANGAN
PENETAPAN

NOMOR

KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

39/PMK.010/2022
BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA

TENTANG

A. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA

KELUAR BERUPA KULIT DAN KAYU

TARIF
TERMASUK BEA
NO. URAIAN DALAM KELUAR
POS TARIF (%)
1 KULIT
A. Jangat dan Kulit Mentah/ Pickled, dari hewan:
a. Sapidan Kerbau ex4101.20.00 25
ex 4101.50.00
ex4101.90.10
ex 4101.90.90
b. Biri-bin 4102.10.00 25
4102.21.00
4102.29.00
c. Kambing ex 4103.90.00 25
B. Kulit disamak (Wet Blue) dan hewan:
a. Sapidan Kerbau ex4104.11.10 15
ex 4104.11.90
ex 4104.19.00
b. Biri-biri ex 4105.10.00 15
c. Kambing ex 4106.21.00 i5
I | KAYU
A. Veneer
Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cam | ex 4408.10.10 5
mengupas atau menyayat kayu bundar atau kavu | ox 4408.10.30
gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm. ex 4408.10.90
ex 4408.31.00
ex 4408.39.20
ex 4408.39.90
ex 4408.90.10
ex 4408.90.90
Wooden Sheet for Packaging Box yaitu veneer kering kayu | ex 4408.39.20 2
sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar | ox 4408.39.90
dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak 4408.90.10
lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 | & P
& ex 4408.90.90
mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan
Dikecualik: dn.ri peng n Bea Kgllfnr yaitu Slat ex 4408.10.10
Kayu/Slat Pensil, yaitu lembaran tipis kayu yang
2 2 T ex 4408.10.90
diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat
vang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan 4408.39.10
ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih dari | ex 4408.39.90
80 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm. ex 4408.90.90

www.peraturan.go.id
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Kepingan kayu |chiproood)

C. Kayu Olahan

Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya
schingga permukasnnnya menjadi rata dan halus dengan
ketentuan luas penampang 1.000 mm? s/d 4. 000 mm?

TARIF
TERMASUK BEA
NO. URAIAN DALAM EELUAR
POS TARIF (%)
B. Serpih Kayu
- Kayu dalam bentuk keping atou pecahan {wood e chips 4401.21.00 5
or particle) 4401.22.00

ex 4401 .39.00
ex 4401 .49.00
ex 4404.10.00

4404 2010
ex 4404 .20.90

ex 4407.11.10
ex 4407.11.90
ex 4407.12.00
ex 4407.13.00
ex 4407.14.00
ex 4407.19.10
ex 4407.19.90
ex 4407.21.10
ex 4407.21.90
ex 4407.22.10
ex 4407.22.90
ex 4407.23.10
ex 4407.23 20
ex 4407.23.90
ex 4407.25.12
ex 4407.25.13
ex 4407.25.19
ex 4407.25.21
ex 4407.25.29
ex 4407.26.20
ex 4407.26.30
ex 4407.26.90
ex 4407.27.20
ex 44072730
ex 4407.27.90
ex 44072810
ex 44072890
ex 4407.29.12
ex 4407.29.13
ex $407.29.19
ex 4407.29.22
ex 4407.29.23
ex $407.29.29
ex 4407.29 .32
ex 4407.29.33
ex 4407.29.39
ex 4407.29.42
ex 4407.29.43
ex 4407.29.49
ex 4407.29.51
ex 4407.29.59
ex $407.29.72
ex 4407.29.73
ex 4407.29.79
ex 4407.29.82
ex 4407.29 83
ex 4407.29 B9
ex 4407.29.91
ex 4407.29.92
ex 4407.29 94
ex 4407.29.95
ex 4407.29.96
ex 4407.29.97
ex 4407.29 98
ex $407.29.99
ex 4407.91.20
ex 4407.91.30

Lh

[

www.peraturan.go.id
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NO.

TEEMASUK
DALAM
POS TARIF

TARIF
EEA
HELUAR

ex 4407.91.90
ex 4407.92.10
ex 4407.92.90
ex 44079310
ex 4407.93.90
ex 4407.94.10
ex 4407.94 90
ex 4407.95.10
ex 4407.95.90
ex 4407 9610
ex 4407.96.90
ex 440T7.97.10
ex 44079790
ex 4407.99_10
ex 4407.99.90

Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya
=ehingga permuksannya menjadi rata dan halus dari
jenis kayu merboan, meranti putih, dan meranti kuning
dengan ketentuan heas penampang lebih dari 4.000 mm=
s/d 10.000 mm?

Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya
sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari
jenis kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning
dengan ketentuan luas penampang lebih dad 10000
mm2 s/d 15000 mm2

Dikecualikan dari pengenaan Bea Kelwar yaitu kayua
olahan yang diperoleh dengan menyambung  kayu
gergajian dengan ketentuan ukuran setinp keping yang
disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari
4.000 mm? dan panjang tidak lebib dari 10080 mm.

ex 4407.26.20
ex 4407.26_30
ex 4407.26.90
ex 4407.29.91
ex 4407.29.92

ex 4407.26.20
ex 4407.26.30
ex 4407.26.90
ex $407.29.91
ex 4407.29.92

ex 4407.11.10
ex 4407.11.90
ex 4407.12.00
ex 4407.13.00
ex 4407.14.00
ex 4407.19.10
ex 4407.19.90
ex 4407.21.10
ex 4407.21.90
ex 4407.22.10
ex 4407.22 90
ex 4407.23.10
ex 440T.23.20
ex 4407.23 90
ex 4407.25.12
ex 4407.25.13
ex 4407.25.19
ex 4407.25.21
ex 4407.25.29
ex 4407.26.20
ex 4407.26.30
ex 4407.26.90
ex 4407.27.20
ex 4407 2730
ex 4407.27.90
ex 4407 2810
ex 4407 .28 90
ex 4407.29.12
ex 4407.29.13
ex 4407.29.19
ex 4407.29.22
ex 4407.29.23
ex 4407.29.29
ex 4407.29.32
ex 4407.29.33
ex 4407.29.39
ex 4407.29.42
ex 4407.29.43
ex 4407.29 49
ex 4407.29.51
ex 4407.29.59
ex 4407.29.72
ex 4407 29 .73

10
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TARIF
TERMASUK BEA
NO. URAIAN DALAM KELUAR
POS TARIF (%)

ex 4407.29.79
ex 4407.29.82
ex 4407.29.83
ex 4407.29.89
ex 4407.29.91
ex 4407.29.92
ex 4407.29.94
ex 4407.29.95
ex 4407.29.96
ex 4407.29.97
ex 4407.29.98
ex 4407.29.99
ex 4407.91.20
ex 4407.91.30
ex 44079190
ex 4407.92.10
ex 4407.92.90
ex 4407.93.10
ex 4407.93.90
ex 4407.94.10
ex 4407.94.90
ex 4407.95.10
ex 4407.95.90
ex 4407.96.10
ex 4407.96.90
ex 4407.97.10
ex 4407 .97.90
ex 4407.99.10
ex 4407.99.90

B. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA
KELUAR BERUPA BIJI KAKAO

TERMASUK TARIF BEA KELUAR (%)
KO. URAIAN DALAM
POS TARIF | Kolom | Kolom | Kolom | Kolom
1 2 3 4
1. | Biji Kakao 1801.00.10 0 5 10 15
1801.00.90

www.peraturan.go.id
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